
PEMERINTAH KABUPAT N BANYUMAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATE BANYUMAS 

NOMOR 12 TAHUN 

TENTANG 

PERUBAHAN l<EDUA ATAS PERATURAN DAERAH l<ABUPATEN BANYUMAS NOMOR 
35 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

K~BUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2005 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa dengan adanya hasil evaluasi Gu'pernur Jawa Tengah terhadap 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2005 dan pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 te.ntang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintal1 Nomor 24 Tahun 2004 tei1tang l<edudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Ariggota OPRD, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahuri 2004 tentang Anggaran 

Per'1dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tshun 

Anggaran 2005 sebagaimana telah diubar, tetakhir dengan Peraturan 

baerah l<abupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Perubahan APBD Kabupaten Banyurnas Tahun Anggaran 2005 perlu 

disesuaikan ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
. -
Lembaran Negc)ra Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun · 
I 

1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3569) ; 
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diubah dengan Undang-Undang Nome 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Ta bahan Lernbaran Negara 

Nomor 4048) ; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan ~angunan (Lembaran \Negara Tahun 1997 Nomor 
44,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; 

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2bo4 \ entang Pemerintaran 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nornor 3 Tahun 

2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4493) ; 

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perir'nbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahar, Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan 
Bal,ar Kendaraan Bermotor (Lernbarar, Negara Tahun 1997 Nomor 

56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36fJ3) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Norr1or 201 , 

Tambahan Lembaran negara Nomor 4021) sebagairr,ana telah 

diubah dengan Perturan Perrierintah Nomor 84 Tahun 2001 
I 

(Lernbaran Negara Tah'un 2001 Nomor 157, lambahan Lembaran 
Negara Nomor 4165) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggungjawaban l<euangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4022) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Ndmor 204, Tarnbahan 

Lembaran Negara Nomor 4024 ); 
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11 , Pcaraturan Pemcarlnt,h t~omor 100 ,i11,u11 2000 tc;iHt; ,19 ~{oduelul("r, 
Keuangan Kepala Daerah dan J akll Kepala Daeret, (Lonibmrrun 

Negara Tahun 2000 Nomor 21 ~, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4028) ; , . 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 ltahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 200·1 ~ornor 118, l ' ambahan Lenibaran 

Negara Nomor 4138) ; 

13. Pe aturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nbmor 119, Tambahan 

L.embaran Negara Nomor 4139) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubat1 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

(L~mbaran Negara Tahun 2005 Nom:ir 94, .Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4540) ; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBO, Pelaksanaan 

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2002 

tentang Pokok-pokok Pei1gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
' 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23 seri E), sebagaimana telah 

diubat1 dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 

Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 

Nomor 41 Seri E) ; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nor11or 34 Tahuri 2004 

tentarig l<edudukan Protokoler dan l<euangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeral1 Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 28 

Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nornor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nornor 8 Seri E) ; 

18. Peraturan Daerah l<abupaten Banyuq1as Nomor 35 Tahun 2004 

tentang Anggaran Pendapatan dan Helanja Oaerah Kabupaten 

Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahur1 2005 Nomor 1 Seri A) ; 



Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bers ma 

DEWAN PERW/\KILAN RAl<YAT DAERAH 

l<ABUPATEN BANYUM S 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

I 

r/i E 1UTUSl<AN : ' 

PERATURAN DAE.RAH TENTANG PERUBAHAN l<EDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 35 

TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TJ\HUN ANGGARAN 2005 

Pasal I 

P,~ rci turan Daerah l<abupaten Banyumas Nomor 35 Tr~ hun 2004 tentang Anggaran 
Pr_'ndapatan d8n Belanja Daerah l<abupaten Banyurnas Tahun Anggaran 2005 
~r :bagaimana tslah diubah terakhir dengan Peraturan Daercih l<abupaten Banyurnas Nornor 
0 Tah.un 2005 tentang Perubahan APBD l'<c=ibupat en Banyurnas Tahun Anggaran 2005 
dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam lampiran PE?raturan ini. 

Pasal II 

Peraturan Daornh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PE=1raturan 

Daerah ini dongnn penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Ditetapknn di Purwokerto 

pada tanggal ~ 9 OC1 200'5 

BUF'ATI BANYUMAS 

/l.; ~ 
I\_~ --

ARIS SETIONO 


